Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR .. zusuw o201

TENTANG

ORGANISAS| DAN TATA KERJA

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

bahwa sehubungan talah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya
mengatur pembentukan Dinas Perindustnian Perdagangan dan
Pasar maka sesua: ketentuan Pasal 58 perlu dsusun sturan
peiaksanaannya kedalam organisasi dan taia kefa yang maliput
Kewenangan, Wigas pokok dan fungsi serta uraian ugas

banwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huref a di atas, susunan Organizasi dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Bekasi

tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-dasrah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Bernta Negara Tahun 1850}

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 4438);



Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2011 Nomar 82; Tambahan Lembaran Negars

Nomor §234);

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republix Ingcnesia Tahun 2014
Nomeor 6, Tambahan Negara Nomor 5494,

5. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
Momor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemenntahan Dasrah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 82, Tambahan
Lembaran Negara NMomor 4737);

7. Peraturan Pemerintanh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomaor 89, Tambahan Lembaran Negara Republix indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Momor 8§ Tahun 2008
tentang Urusan Pemenntahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomar 8);

& Peraturan Daerah Kabupaten Bexasi Nomor 8 Tahun 2074
tentang Organizasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Mamor 8),

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR



BAB |

KETENTUAN LUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

T,

2

Daerah adatah Kabupaten Bekasi;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebaga: unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Bekasi;

Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;

Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adaiah unsur pelaksana yang
dipimpin cleh seorang Kepala yang berada di bawah dan beranggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara cperaional di keordinasikan oleh Camat:

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Neger Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB lI
KEWENANGAN. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewesnangan

Pasal 2




Dalam menyelenggarakan pelaksanan tugas, Dinas mempunyai kewenangan:
. Penndustrian
A. Usaha Industri
1. Penetapan bidang usaha industn priontas kabupaten.
B. Fasilitas Usaha Industri
1 Pamberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan KM
di Kabupaten Bekasi.
C. Perlindungan Usaha Industri

Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industn di
kabupaten Bekas:.

D. Perencanaan dan Program

1. Penyusunan rencana jangka panjang pembangunan industri Kabupaten
Bekasi

2. Penyusunan RPJM SKPD Kabupaten Bekasi di bidang industr.
3. Penyusunan rencana kerja Kabupaten Bekasi di bidang industri,
E. Pemasaran
1. Promosi produk industn Kabupaten Bekasi.
F. Teknologi

1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di
bidang industri di Kabupaten Bekas:

2 Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi di bidang industn.

3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknclogi di
bidang industri.

G. Standarisasi

1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan
dikembangkan di Kabupaten Bekasi




2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat Kabupaten Bekas:

H. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Penerapan standar kompetensi SDM industr dan aparatur pembina
industri di Kabupaten Bekasi

2 Pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur pembina industri di
Kabupaten Bekasi.

. Permodalan

1. Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga
keuangan bukan bank di Kabupaten Bekasi

4. Lingkungan Hidup

1. Pembinaan industn dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan

yang diakibatkan oleh industn tingkat Kabupaten Bekasi

2, Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakinatkan kegiatan
industri di Kabupaten Bekasi.

K. Kerasama Industr

4+ Fasiltasi kemitraan antara Industri kecil, menengah dan Industri besar

serta sektor ekonomi lannya di Kabupaten Bekasi

2 Fasilitasi kerjasama pengembangan indust melalul pola kemitraan usaha

di Kabupaten Bekasi.

3 Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sekioral

dan regional untuk pemberdayaan industn di Kabupaten Bekasi
L. Kelembagaan
1. Pembinaan asosiasi industriidewan tingkat Kabupaten Bekasi,

2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat Kabupaten

Bekasi.

M. Sarana dan Prasarana



1. Penyusunan tata ruang kabupaten daiam rangka pengembangan pusat-

pusat industn yang terintegrasi serta koordinas: dalam penyediaan sarana
dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM)
untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi),

M. Informasi Industri

El

1. Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang mndustri tingkat

kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.

0. Pengawasan industn

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisas| bidang Inaustn

tingkat Kabupaten Bekasi.

P Manitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemenniahan di

bidang perindustrian di Kabupaten Bekasi.

Il. Bidang Perdagangan

A Sub Bidang Perdagangan Dalam Negen

&
¥

Pengawasan, peilaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan seria

penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skaia

kabupaten.

Dukungan pelaksanaan, pesmbinaan dan pengawasan monitonng dan
svaluasi kegiatan perdagangan di daerah perbatasan, pedalaman

terpencil dan pulau terluar di kabupaten

Fenyelenggaraan. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di Kabupaten
Bekasi

Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negen skala kabupaten.

Pembinaan penyelenggarasn perlindungan konsumen di Kabupaten
Bekasi

Spsialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen
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1,

12:

13.

14.

15.

16.

- i

18.

19.

20.

i

Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala

kabupaten,

Pembinaan dan Pemberdayaan Metivator dan Mediator Perindungan

Konsumen skala kabupaten

Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten kepada pemenntah
berkoordinasi dengan provins: dan fasilitasi operasional BPSK.

Pendaftaran dan pengembangan LPKSM.

Koordinas! dan kerasama dengan instansi terkait skala kabupaten

dalam penyelenggaraan perlindungan Konsumen
Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen,

Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk
teknis pengawasan barang beredar dan jasa.

Pengawasan barang beredar dan |jass serta penegakan hukum skala

kabupaten

Koordinasl pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala

kabupaten.

Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala

kabupaten.
Pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaien.

Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK skala kabupaten,

Penyeienggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran
petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminanigaransi dalam
bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elekironika skala

kabupaten.
Pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP skaia kabupaten/ kota,

Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan

penyusunan potensi usaha di sekior perdagangan skaia Kabupaten.




B. Sub Bidang Metrologi Legal

1.

8.

Fasilitas: dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal seteish memperoleh
penilaian dan pemenntah yang didasarkan rekomendasi provinsi.

Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrolog! skala

kabupaten.

Fasilitasi standar ukuran dan |aboratorium metrologi legal.

Pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah melalui penilaian standar
ukuran dan iaboratorium metrologi legal oleh pemerintah.

Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi lagal skala kabupaten.
Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan SiL
Pembinaan operasional reparatir UTTP.

FPengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML.

C. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri

.1

Penyedizan banhan masukan sebaga: bahan pertimbangan perumusan
kebijakan bidang ekspor.

Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kabupaten.
Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor.

Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.

. Penyediaan bahan masukan sebagali bahan perimbangan perumusan

kebijakan bidang impor,
Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kabupaten.

Pengambifan contoh, pengujian. inspeksi teknis dan sertifikasi mutu
barang meliputi:

FPengambilan contoh yang dilakukan cleh PPC yang teregistrasi;

Fengujian, inspeksi teknis dan  serifikasi dilakukan cleh lembaga uji.
mepeksi teknis, serifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi,

10.Penilaian dan peiaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten.




11.Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan SKA

dan penelusuran asal barang.

12.Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asai
barang di tingkat kabupaten yang ditunjuk.

13. Penyadiaan bahan masukan untuk penerbitan AP
14 Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan AP

15. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinas pelaksanaan
monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor dasrah
sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan.

16. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan daiam
sidang komoditi internasional.

17.5o0sialisasi, montonng dan evaluasi, pelaporan peiaksanaan kesepakatan

skala kabupaten.

18, Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan

luar negeri.

0. Sub Bidang Kerjasama Perdagangan Internasional

1. Monitoring dan  sosialisasi  hasil-hasil kesepakatan kerjasama
perdagangan intemasional.

2. Monitoring dan  sosialisasi  hasil-hasil  kesepakatan kerjasama

perdagangan bilateral.

3. Monitoring dan sosialisasi dumping, subsidi, dan safeguard.

E. Sub Bidang Pengembangan Ekspor Nasional

1. Penyediaan bahan kebijakan pengembangan ekspor skala kabupaten.

2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor skala kabupaten.

F. Sub Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Alternatif Pembiayaan Sistem

Resi Gudang dan Pasar Lelang

1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-
Kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi.
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2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi
gudang.

3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang Dersifal teknis terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perindustrian,
perdagangan dan pasar,

{2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretarns Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang penndustrian.
perdagangan dan pasar.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dinas
mempunyai fungsi:
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a. perencanaan operasional kegiatan di bidang perindustrian. perdagangan dan

pasar

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustnan, perdagangan dan

pasar,

¢ pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang peringustrian,

perdagangan dan pasar;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan langsung sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

BAEB Il
DRGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisas

Paszal 8

Dinas terdiri dan unsur-unsur.
a. Pimpinan;
5 Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian,

o  Pelaksana adalah Bidang, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional.




Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Organisasi Dinas Terdiri dari:

Kepala;

Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanan;

2) Sub Bagian Keuangan,

3)  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Bidang Perindustrian, membawahkan:

1) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri
2)  Seksi industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Bidang Perdagangan, membawahkan:

1)  Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

2)  Seksl Perdagangan Luar Negeri,

Bidang Promosi dan |klim Usaha, membawahkan:

1}  Seksi Promdsi dan Kerjasama;

2} Seksi lklim Usaha.

Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
1} Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustnan;
2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan.
Bidang Perpasaran, membawahkan :

1)  Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar,

2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar,



{2)

3)

Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar.

¥ UPTD;

g. HKelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Dasrah
Kabupaten Bekasi Nemaor 8 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Kabupten Bekasi

Kepala

Bagian 3
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paagraf 1
Kepala Dinas

Fasal 8

Dinas mempunyal tfugas pokok merumuskan, menyeienggarakan,

membina can mengevaluasi urusan pemeriniahan dasrah berdasarkan asas

desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang penndustrian, perdagangan

dan perpasaran

Untuk melaxsanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai uraian tugas sebagal berikut

- e

merumuskan, menetapkan serta melaksanakan Rencana Strategis dan
Rencana Kera Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar dalam

rangka kelancaran tugas;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD° dan RPJMD dalam bidang
Perindusirian, perdagangan serta perpasaran sebagal bahan penyusunan
REJPD dan RPJMD Kabupaten,

menylapkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Maza Jabatan
bidang Perindustrian, perdagangan serta perpasaran sebagai bahan
penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Kabupaten;
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menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa Jabatan
Bupati pada bidang Penindustrian, perdagangan serta perpasaran;

menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar sebagal pentanggungjawabian kepada Bupati.

membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Penndustrian,

Perdagangan dan Pasar,

merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan perizinan yang melputi
kajlanirekomendasi teknis penerbitan tanda daftar industri dan (Ul Skala
investasi s/d Rp 10 miliar fidak termasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, penerbitan benta acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan Ul

cleh pemerintah dan provinsi, penerbitan izin usaha kawasan indusin

merumuskan kebijakan usaha industn yang meliputi penetapan bidang
usaha industi prioritas. pengusulan pengeloiaan dan pengembangan

Kawasan berkat

merumuskan Kebijakan usaha industri yang meliputl penyelenggaraan

pembinaan/pengembangan usana;

merumuskan kebijakan teknis fasilitasi usaha industri yang meliputi
pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industn, pelatinan
teknis manajemen bagi pengusaha dan pembinaan pejabat fungsional
penyuluh perindustrian dalam pengembangan sektor perindustrian dan

perdagangan;

merumuskan kebijakan perindungan Usaha Industri yang meliputi
pembenian peflindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;

pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah industr di
kKabupaten;

merumuskan kebijakan teknis perencanaan dan program yang meliputs
penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja di bidang industri;

merumuskan kebijakan teknis fasgilitasi pemasaran yang meliputi
penyediaan informasi teknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan

intelekiual (HAK]) dan sumber daya manusia;



merumuskan kebijgkan teknis dalam hal pemanfastan teknologl yang
meliputi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknoiogi
di bidang industri, fasilitasi pemanfaatan hasil penslitian. pengembangan
dan pensrapan teknologi di bidang industri, sosialisasi hasi penelitian,
pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;

merumuskan kebijakan feknis standarisasl yang meliputi fasilitasi dan
pengawasan terhadap penerapan standar dan kena sama bidang

standarisasi;

merumuskan kebijakan teknis pembinaan sumber daya manusia yang
meliputi penerapan standar kompetensi SDM Industri dan aparatur
pembina industri serta pelaksanaan diklat SDM industri dan aparatur

pembina industri

merumuskan kebijakan teknis permodaian dalam bentuk fasilitasi akses
permodalan bagi Industn melaiul bank dan lembaga keuangan bukan

hank:

merUmuskan kebiakan teknis pembinaan lingkungan hidup yang melput:
pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan
yang diakibatkan oleh indusin dan pengawasan terhadap pencamaran
lingkungan yang diakibatkan kegiatan industr,

merumuskan kebilakan mengenal Kera sama industri yang melputi
fasilitasi pelaksanaan kemitraan aniara industri berskala besar dan
industri besar dan fasilitasi kerja sama pengembangan Industri melalu

pola kemitraan usana:

merumuskan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan yang meliput
pembinaan asosiasi industri/dewan, pembentukan dan pembinaan unit

pelaksana eknis;

merumuskan kebijakan teknis sarana prasarana dalam hai Penyusunan
tata ruang kabupaten di bidang Industni dalam rangka pengembangan
pusat-pusal industri vang tenntegrasi serta Koordinasi penyediaan sarana
dan prasarana (jalan. air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah mdutr)

untuk industn yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi)



merumuskan kebijakan teknis penyediaan informas: industri yang meliputi
nengumpulan analisis dan diseminasi data bidang industr dan pelapagran
H&pada provinsi. penyusunan potensifprofil seklor perindustrian dan

perdagangan;

merumuskan kebijakan teknis pengawasan industrl daiam hal

pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri;

merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
nelaporan daiam hal pelaksanaan urusan pemennianan di bdang

perindustrian;
merumuskan kebijakan perdagangan dalam negen yang meliputl.

1) pembinaan perizinan yang ‘terdin dar zin usaha industn,
pengawasan izin sewa beli, izin usaha minuman beralkohol
pepgecer/penjual langsung untuk diminum dan lzin Usaha Pasar
Madern dengan luas gerai 2.000 M* atau lebin;

(]

pengawasan Daftar Keagenan Produksi Daiam Negerl. pengawasan
Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar
Gudang dengan luas di bawah 2.500 M

3} pengawasan tanda daftar lembaga perindungan konsumen swadaya
masyarakat (LPKSM);

4) pembingan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendafiaran jasa

Disnis gan jasa disinbusi

5} pembinaan dan pengawasan, moniforing dan evaluasl penerbitan
izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala
kabupaten (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk
Pengacer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat. Fengecer
dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman
Beralkohol mengandung Rempah sampal dengan 15%,
Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomeandasi Pengakuan
Pedagang Kayu antar Pulau);

&) pengawasan dan pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan
serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan,
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

13)

18)

pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin  dan

rekomendasi skala besar, monitoring dan  evaluasi sarana
perdagangan (pasarftoko modern dan gudang) dan sarana

penunjang perdagangan (jasa pameran, ROnvensi dan seminar
dagang) skala besar, yang terdin dari

a) promosi produk agribisnis berskala besar dan barang dagang

[ainnya,
b) penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga),

¢ pembarian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan

dagang;

nenyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
evaluasi kegiatan informast pasar dan stabilisasi narga, yang lerdir

dar| ;

a) monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan

pokok,
h) pemantauan dan pendataan usaha |asa perdagangan;

pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi Kagiatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

pembinaan. sosialisas, informasi dan publikasi, koordinas: sera

evaluasi penyelenggaraan perindungan Konsumen.
pelayanan dan penanganan penyelesaan sengketa konsumen,

pembinaan dan pemberdaysan motivator dan megiator perlindungan

kKoensumen;

pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah dengan
berkoordinasi pada provinsi dan fasilitasi operasional BPSK

pendaftaran dan pengembangan LPKSM,

pelaksanaan kebijakan, pengawasan, koordinasi dan sosialisasi

barang beredar dan jasa;

pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten,



ge.

2o,

17} pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala
kabupaten;

$8) penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendafiaran
petunjuk penggunaan (manual) dan karu jaminan/garans dalam
bahasa Indonesia bagl produk teknologi informasi dan elekironika:

18) pelaksanaan dan pelaporan sistem (nformasi perdagangan dan
penyusunan potensi usaha di seklor perdagangan.

merumuskan kebijakan teknis metrologl legal yang meliputi fasilitasi dan
pelaksanaan kegiatan metrologl legal yang meliputi ;

s, fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala
kabupaten:

b. fasilitasi standar ukuran-dan laboratorium metrologi legal, pelayanan
tera dan tera ulang UTTP,

c. fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala

kabupaten,
d. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan Sl
s pembinaan operasional reparatir UTTP dan
£  pengawasan dan penyidikan tindak pigana LIUnAL
merumuskan kebijiakan teknis Pergagangan Luar Neger yang meliputl

1) penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, scsialisasi,
monitaring dan pelaporan bidang ekspor, impar. penerbitan SHKA

penelurusan asal barang dan penerbitan AP,

2) pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mul

barang terdm dam
a) pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi;

b) pengujian, inspeksi teknis dan serifikasi diakukan oleh
lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan

teregistrasi;

3) penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten




ce.

dd.

aa,

4) penyedisan bahan perumusan kebijakan sosialisasi, fasilitas,
koordinasi pelaksanaan penyediaan informasi potens! ekspor daerah
serta manitoring dan pelaporan;

5} penyediaan bahan perumusan penetapan kesepakatan sidang
komoditi internasional, sosialisasi, monitoring dan evaluasi sena

pelaporan;

B) fasiltasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
perdagangan luar negert,

7} mendorang usaha peningkatan akspor dagsrah,

merumuskan kebiakan teknis monitoring dan sosialisasi kerja sama
perdagangan internasicnal yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja
sama perdagangan internasional, perdagangan biiateral, dumping, subsidi
dan safeguard;

merumuskan kebiakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam

penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan exspor:

merumuskan kebijakan teknis perdagangan berjangka komoditi, alternatif

pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang yang meliputi

1} koordinasi penanganan kasus-kasus yang berkatan dengan

perdagangan berjangka komoditi dan pembinaan komoditas

2] pembinaan, pengaiuran dan pengawasan yang bersifat teknis
terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten

menyelenggarakan promosi produk industri dan menyediakan informasi
teknologl, pemasaran, pemakaian hak kekayaan Intelektual (HAKI) serta
sumber daya manusia,

menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
terhadap penerbitan perizinan yang terdiri dan.

1) izin usaha industri;
2) izin sewa beli;

3)  izin usaha minuman beralkohol pengeceripenjual langsung uniuk

diminum;



hh
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.

nn.

4) izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000 M* atau lebih;
5) daftar Keagenan Produksi Dalam Negen:

8) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal

7)  tanda Daftar Gudang dengan |uas di bawah 2.500 M*;

8) tanda daftar lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

(LPKSM);
gy  izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusy

10) izin perdagangan barang kategon dalam pengawasan skala
kabupaten (SIUP Minuman Beralkchel golongan B dan C untuk
Pengacer. Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer
dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman

Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%),
11} SIUP Bahan Berbahaya;
12} pedagang Kayu antar Pulau.
mengelala retribusi yang menjadi kewenangannya,

menyusun Konsep kebijakan, pesaoman dan petunjuk Ieknis
pengembangan dan penataan pasar, pembinaan dan pengawasan pasar

serta pemeliharaan sarana dan parasana pasarn

menyelenggarakan teknis  perpasaran  Yang meliputi  kegiatan
pengembangan pasar dan penataan pedagang sera ketertiban pasar,

menyelenggarakan pengaturan pemanfaatan dan pengawasan kios sens

lahan di lingkungan pasar,
menyeienggarakan pembinaan pasar swasta dan pasar tradisional,

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan
pasar, ketertiban dan kebersihan pasar sera kerja sama di bidang

perpasaran;
melaksanakan monitoring kegiatan penataan pasar,

menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan

sarana pasar.
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menyelenggarakan koordinasi dengan dinas lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil

kegiatan urusan pelayanan dinas;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja dinas;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

mengendalikan pefaksanaan teknis kegiatan dinas;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dasrah di lingkup

dinas,

mempelajari, memahami dan menyelanggarakan peraturan perundang-
undangan dan kstentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dinas,

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di ingkungan

dinas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada

atasan,

melaksanakan evaluasi fugas dan menginventarisasi permasalahan
lingkup tugasnya serta mencarn alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawshan untuk kelancaran pelaksanaan iugas

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atay memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas
kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar,

menilai hasil kenja bawahan secara berjenjang untuk Dbahan

mengembangkan Karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan



Paragraf 2
Sekretariat

Pasal &

(1) Sekrstariat dipimpin oleh seorang Sekretans dan mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, meangatur, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan operasional administrasi umum. keuangan dan kepegawaian sera
pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perindustnian,

Perdagangan dan Pasar.

(2)
{3)

(4)

Sekretanat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.

Daiam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Sedretanat mempunyal fungsi

a.

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum, keuangan dan kepegawaian serta peréncanaan, evaluasl dan

nelaporan,

perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian;

pengendalian dan pembinaan administrasi umum, Keuangan dan

kepegawalan sera perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pengoordinasian  penyusunan program dan laporan bidang-bidang

pelaksanaan tugas lzin yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan .

a.

+3

c.

Sub Baglan perencanaan;
Sub Bagian keuangan,

Sub Bagian umum dan kepegawaian.




Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berkut :

=]

b.

m

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala pnormag 4an dana
yang tersedia sebagal dasar pelaksanaan tugas;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas:
menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJIMD sesuai bidang tugasnya:

menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD bma tahunan Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar pada masing-masing bidang sebagai
bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat:,

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepsgawaian serta perencanaan, evaluas! dan pelaporan;

menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluas: dan pelaporan;

mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan

kegiatan, evaluasi dan menganalisa data sera faporan hasil kegiatan,

mempelajan, memaham: dan meiaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administras! umum, kedangan dan

kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan periimbangan feknis administrasi umum, kKeuangan dan
kKepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepacda atasan,

Melaksanakan penatausahaan keuangan atau vernfikasi yang berkaitan dengan

dokumen keuangan:

menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian sera
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagai pertanggungiawaban kepada

aasan,



1)

(2}

membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar
pelaksanaan fugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada Dbawahan berdasarkan

pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil keria bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor can

mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

FPasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan Kegiatan
melaksanakan, membag tugas dan mengontrol urusan peréncanaan, svaluasi
dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan,
evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasl gan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

b. pelaksanaar{ perencanaan, evaluasi dan pelaporan  yang meliputi
penghimpunan rencana program dan regiatan. evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,

¢  pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laparan
dari masing-masing bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Fasar;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.



Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut |

=

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada

Dinas;

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinsna {REMNJA) dari
masing-masing bidang:
mengumpulkan bahan RPJPD. RPJMD dan RKPD dalam Dinas Perindustrian,

Perdagangan dan Pasar pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan
RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Dinas;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencansan program dan

kegiatan dan masing-masing bidang;
menghimpun dan mengolah bahan ayaluasi program dan kKegiatan Dinas;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam
bidang Kesehatan sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima

tahunan kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun can akhir masa jabatan Bupati

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar

menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerjia Dinas sebagai Dbahan

pertanggungjawaban kepada Bupati]

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegatan

masing-masing bidang:

menyusun rekapitulas: bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan

Kegiatan Tugas Pembantuan dan Pemerintah dan/atau Provins;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daeran
kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan

lingkup tugasnya;
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mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalanan di ingkup
lugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman dalam pelaksanaan lugas

memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan:

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberl petunjuk kepada bawahan agar pelaksansan tugas berjalan sasual

dengan pedoman dan ketentuan yang beriaku

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluas: nasil

kerjanya uniuk bahan pengembangan karier,
manyusun laparan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

meiaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan ocleh atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyal tugas pokok marencanakan kegiatan
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan

pada Dinas Perndustrian, Perdagangan dan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. persncanaan Kegiatan administrasi keuangan pada Dinas Perindustnan,

Perdagangan dan Pasar:

b, pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas Parindustrian, Perdagangan

dan Pasar

c. pembagian pelaksanaan tugas adminisirasi keuangan pada Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Pasar,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas can

fungsinya.



Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian fugss ssbagal

berikut :
a.  menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas:

b, melaksanakan kegistan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan

Keuangan di lingkup dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan:

c.  meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahuil disetujui oleh PPTK

d.  meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeiuaran;
e. memuverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU,

£ meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPF kegiatan dengan
ketersedian anggaran sera pembebanan pada kode rekening:

g. menyiapkan SPM.

b, Membantu dan menyiapkan administrasi panatausahaan keuangan gl lingkungan

Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup Dinas
j- melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

k. menyelenggarakan akuntans: keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas

akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
menyusun laporan realisasi anggaran Dinag setiap bulan dan trwulan:

m. menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun

n. menyusun catatan atas laporan keuangan,

0. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan  lngkup

tugas serta mencari aiternatif pemecahannya;

p.  mempeiajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaxsanaan tugas;
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memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar

sesuail dengan ketentuan yang berlaku;

member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas berjalan sesual

dengan padoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawshan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier,
menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

sub Bagian Umum dan Kepesgawaian mempunyal tugas pokok merencanakan
Kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengonirol urusan iata warkat
Kepegawaian, Kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas Perindustnan,

Perdagangan dan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Sub
Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai fungsi

a. perencanaan kegiatan urusan tata warkat kepegawaian. kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan. perbekalan dan keperluan alat wlis sera ruang

perkantaran;

b, pelaksanaan urusan tata  warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi. perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
parkantoran;

. pembagian pelaksanaan tugas wurusan tata warkat kKepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan keperiuan alat
tulis serta ruang perkantoran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.



Pasal 18

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut ;

da,

menyusun rencana kegiatan urusan tata warxat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperuan aiat tulis serta ruang

perkantoran Dinas,

melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengefolaan surat
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegsatan dinas dalam

rangka xelancaran tugas,
menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas:

menganalisis rencana kebutuhan periengkapan dan keperiuan alat tulls kantor
(ATK], kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas:

melaksanakan pengadaan periengkapan, perbekalan. pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut pengolongan dan
kodifikasi barang,

“melaksanakan pencatatan barang miiik daerah dalam Karu Inventans Barang A,

B.C. D EdanF,

melaksanakan dokumentiasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan:

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagal
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik

pemerintah daerah,
pendistribusian periengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;

menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

il i




menyusun bahan pengajuan penetapan status unfuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang dipercieh dan beban APBD dan perolehan

lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada

dalam penguasaan Dinas;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau

bangunan yang tidak memerliukan perseiyjuan DPRD dan barang milik daerah

selain tanah dan bangunan,

mslaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan
sdministrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg). Kansf Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum. pensiun. membuat usulan
formasi pegawal, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin dikiat,
penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan
Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional. pembinaanieguran disiplin
pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawal sesual aturan yang benakuy,
membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pembernentian
dan pengangkatan dari dan daiam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atsu mutasi pegawai sesual dengan peraturan yang berlaky,

melaksanakan pengelolaan Sasaran Kerja Pegawal {SKP};

mengelola administrasi peralanan dinas lingkup Dinas:

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi parmasalanan ci ingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemacahannya,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

perkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman dalam palaksanaan tLgas;
memberikan saran dan perbmbangan teknis kepada atasan;

membag tugas kepads bawahan agar pelaksanaan tugas dapat benalan lancar
sesual dangan ketentuan yang berlaku;

member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas berjalan sesuai

dengan pedoman dan ketentuan yang beraku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
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menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan

Paragraf 3
Bidang Perindustrian

Pasal 17

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyal (ugas pokox
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluas: dan malaporkan urusan penindustrian.

Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Pernindustrian mempunyai fungsi

a. perencanaan operasional urusan perindustrian,

b,  pengelolaan urusan perindustnan;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perindusirian;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesua: dengan tugas dan

fungsinya;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Penndustrnan,
membawahkan

a.  Seksiindustri Logam, Measin, Elektronika dan Aneka Industn;

b.  Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.

Pasal 18

Bidang Perindustrian dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungs: sebagaimana

dimaksud pada Pasal 17, mempunyai uraian tugas sebagai berkut -

&:

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pernindustrian,



menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perindustrian;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya ssbagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJIMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tshunan dan LPPD lima tahunan ODidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis {(RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Bidang Perindustrian:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran {DPA) Bidang Penndustrian;

mengelola dan menganalisa berkaitan urusan perindustrian yang mealipu bidang
garapan Industr Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri sera Industn Kimia.
Agro dan Hasil Hutan;

menyelenggarakan kebijakan teknis pembinaan perizinan yang meliputi @anda
daftar industri dan IU| skala investasi s/d Rp 10 millar tidak termasuk tanan can
bargunan tempat usaha, Berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan U

sleh pemerintah dan provinsi, 1Zin usaha kawasan industri;
menyediakan bahan perumusan kebijakan dan penetapan bidang usaha indusir;
menyusun bahan kebijakan pengeiolaan dan pengembangan kawasan berkat

menyeslenggarakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri dan
Pelatinan teknis manajemen bagl pengusaha dan pembinaan pejabat fungsional
penyuluh perindustrian dalam pengembangan sekior perindustrian;

menyslenggarakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usana

industri, pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah inaustri;

menyediakan bahan dan melaksanakan informasi teknologi, pemasaran,
pemakaian hak kekayaan intelekiual (HAK!) dan sumber daya manusia

memanfaatkan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan peneragan
teknologl, dan mensosialisasikan hasil peneltian, pengembangan dan penerapan

teknoiogi di bidang industri;
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menyalenggarakan bimbingan teknologl dan pengawasan mutu  produks:
diversifikasi produk dan inovasi teknologi industri;

menerapkan standar kompetensi dan melaksanakan dikiat SDM  industri dan

aparatur pembina industr;

melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industn melalul bank dan lembaga
keuzngan bukan bank untuk skala ferentu sesual peraturan perundang-

undangan,

menyediakan bahan-bahan dan melaksanakan kena sama pengembangan
industri melalui pola kemitraan usaha antars industn kecil menengah dan industn
besar serta sektor ekonomi lainnya, kerja sama luar negeri, kerja sama lintas

sektoral dan regional;

menyelenggarakan pembinaan asosiasi industridewan. dan Koordinasi
penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air. listrik, telepon, unit pengolahan
limbabh  untuk industry skala besar yang mengacu pada tata ruang reglonal

(provinsi),

menyelenggarakan diseminasi data bidang industri dan menyusun pelaparan
kepada provinsi serta potensi/profil sektor penndustrian dan perdagangan;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Perindustrian;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perindustrian;
renyusun peranggungiawaban |aporan kegiatan dan keuangar
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perindustrian;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Perindustrian;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketantuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perindustrian

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Penndustrian,
memberikan garan dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:

melakeanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasaiahan lingkup
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ugasnya serta mencarn alternatif pemacahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan patunjuk terhadap pembagian tugas kepada

bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjaian

lancar;

meniiai hasil kefja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengambangkan

karier;

melaparkan hasil peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Pasal 19

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mempunyail [ugas
pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membag! tugas dan mengontrol

urusan jndustri logam. mesin, elektronik dan aneka industri

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri mampunyai fungs -

a. perencanaan kegiatan urusan industri logam. mesin, glektronik dan aneka

industry yang berskala besar;

b pelaksanaan urusan industr logam, mesin, alekironik dan aneka industri;

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan industri logam, mesin, slektronik dan

anaka inaustry yang brskala besar,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.



Pasal 20

Seksi Industri Logam. Mesin, Elektronika dan Aneka Industri dipimpin oleh secrang
Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Industri Logam, Mesin,
Elektronika dan Aneka Industn yang berskala basar:

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Industri Lagam,
Mesin, Elektronika dan Aneka Industri yang berskala besar.

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagal
banan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Industri Logam, Mesin, Elekironika dan Aneka Industri sebagai bahan penyusunan
LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinera (RENJA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

Industri skala besar;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri

skala besar;

menyusun bahan-bahgn dan melaksanakan pembinaan perizinan yang berkaitan
déngan urusan perindustrian bidang garapan Industn Logam, Mesin, Elektronik
dan Aneka meliputi tanda daftar industri dan Ul skala investasi s/d Rp 10 miliar
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Berita acara pemerksaan
dalam rangka penerbitan |Ul oleh pemerintah dan provinsi, Izin usaha kawasan
industri yang lokasinya:;

menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri gan
kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka Industri berskala besar



melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industr dan Kawasan Berikat yang
menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin,
Elektronik dan Aneka Industri barskala besar;

menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka psngembangan |KM di
kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam,
Mesin, Eiektronik dan Aneka Industri berskala besar,

menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen Dagl pengusaha dan
keterampilan dengan ruang lingkup yang menyangxut urusan perindustrian bidang
garapan Industri Logam. Mesin, Elektronik dan Aneka Industri berskala besar;

menyusun bahan-bahan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian
dalam pengembangan sektor perindustrian yang menyangkut urusan perindustrian
bidang garapan Industri Logam. Mesin. Elekironik dan Aneka Indusirn berskala

be=sar

melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri di kabupaten
yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam. Mesin,

Elekironik dan Aneka industn skala besar;

melaksanakan pelatihan tsknis manajemen bagi pengusaha dan keterampilan
yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Logam, Mesin,

Elektronik dan Aneka industri berskala besar;

melaksanakan pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustnan  dalam
pengembangan sekior perindustnan yang menyangku!l bidang garapan Industri
Logam, Mesin. Elektronik dan Aneka industri skala besar,

menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberian perfindungan kepastian
cerusaha terhadap usaha industri yang menyangkut bDidang garapan Industn
Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industri skala besar,

melaksanakan pembenan periindungan kepastian berusaha terhacdap usaha
industn yang menyangkut bidang garapan Industri Logam. Mesin, Elektrenik dan
Aneka industri skala besar;

melaksanakan informasi feknologi, pemasaran, pemakaian hak kekayaan
intelektual (HAKI) dan sumber daya manusia yang menyangkut bidang garapan

Industn Logam, Mesin, Elekironik dan Aneka industn skala besar;



as.

(¢ e B

menghimpun baharn-bahan dan melaksanakan penelitian, pengembangan dan
penerapan teknclogi yang menyangkut bidang garapan Industri Logam. Mesin,
Elektronik dan Aneka;

melakukan bimbingan teknoclogi dan pengawasan mutu produksi, diversifikas:
produk dan inovasi teknologi industri fogam, mesin, elektromik dan aneka industri

yang berskala Desar,

menghimpun bahan-bahan sosialisasi dan melaksanakan spsialisasi  hasil
cenelitian, pengembangan dan penerapan teknologi .di bidang industni yang
menyangkut bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elekironik dan Aneka industri

berskaia besar,

melaksanakan standar kompetsnsi dan meiaksanakan dikiat SDM industn dan
aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan Indusiri Logam,
Mesin, Elektronik dan Aneka industri skala besar;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi
industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank yang menyangkut
bidang garapan Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka industn skala besar,

menghimpun bahan-bahan dan meiaksanakan keria sama pengemoangan industn
melalui pola kemitraan usanha antara industri berskala besar dan industri besar
serta sektor skonomi lainnya, kerja sama luar negeri, lintas sekioral gan regional
yang menyangkut bidang garapan Indusin Logam. Mesin, Elektronik dan Anska

industri skala besar.

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan permbinsan asosiasi indusiri/dewan
tingkat kabupaten, Gan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air,
listrik, telepon, unit pengolanan limbal industri) untuk industrl yang mengaci pada
tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan Industri Logam,

Mesin, Elektronik dan Aneka industri skala besar;

menghimpun, menganalisa bahan-bahan diseminasi data bidang industn gan
bahan-bahan pelaporan kepada provinsi seria potensi/profil sektor perindustnan
dan perdagangan yang manyangkut bidang garapan Industrl Logam. Mesin,
Elektronik dan Aneka industri skala besar

melaksanakan kocrdinasi dengan seksi lain;

menghimpun. mengoiah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri skala besar;
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kera,
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan  internal  di lingkungan Seksl Industri
Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka Industri skala besar,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

daiam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melsksanakan evalussi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan katentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepadas bawahan agar psiaksanaan

tugas dapat berjalan fancar;

meniiai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan meangembangkan

karer:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas daniatau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi  Industi Kimia, Agre dan Hasil Hutan mempunyal tugas pokok

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mangontrol Lrusan
industri kimia, agre dan hasil hutan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Industri Kimia. Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
a. perencanaan kegiatan urusan industri kimia, agro dan hasil hutan;

b. peiaksanaan urusan industn kimia, agro dan hasil hutan:



¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan industri kimia. agro dan hasil hutan,

¢ pelaksansan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 22

Sekai Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dipimpin eleh seorang Kepala, mempunyal

uraian tugas sebagai berikut :

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil

Hutan;

menyiapkan bahan rencana sirategis dan rencana kerja Seksi Industri Kimia, Agro

dan Hasil Hutan,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesua bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD fima tahunan Seaksl
Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan

dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menylapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rancana kinerja (REMJA] Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Seksi Industri Kimia, Agra dan Hasil Hutam;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan perizinan yang berkaitan
dengan urusan perindustrian bidang garapan industn Kimia, Agre dan Hasil Hutan
meliputi tanda daftar industri dan 1U! skala investasi sié Ro 10 miliar tidas
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, Berita acara pemeriksaan dalam

rangka penerbitan Ul oleh pemerintah dan provinsi. [zin usaha kawasan industri

menghimpun, menganalisa bahan-bahan penetapan bidang usaha industri dan
kawasan berikat, yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Incustri

Kimia, Agro dan Hasil Hutan;



melaksanakan hasil penetapan bidang usaha industri dan Kawasan Berikat yang
mienyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil
Hutan;

menyusun bahan-bahan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri di

kabupaten yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan industri Kimia,
Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan
keterampilan bagl pengrajin dengan ruang lingkup yang menyangkut urusan
perindustrian bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan pejabat fungsional

penyuluh perindustrian bidang Industri Kimia, Agroe dan Hasil Hutan;

melaksanakan fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan |KM di kabupaten
yang menyangkut urusan perindustrian bidang garapan Industn Kimia, Agro dan
Hasil Hutan:

melaksanakan pelathan teknis manajemen bagl pengusaha Keclh dan
keterampilan bagi pengraiin yang menyangkut urusan penndustrian bidang
garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pemberian perindungan Kepastian
berusaha terhadap usaha industri yang menyangkut bidang garapan Industr
Kimia, Agro dan Hasil Hutan:

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan informasi teknologi, pemasaran,
pemakaian hak kekayaan intelekiual (HAKI) dan sumber days manusia yang
menyangkut bidang garapan Industn Kimia, Agro dan Hasil Hutan;

mengnimpun bahan-bahan dan meiaksanakan penelifilan, pengembangan dan
penerapan teknologi yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan
Hasi Hutan;

melakukan bimbingan teknologi dan pengawasan mutu produksi, diversifikasi
produk dan inovasi teknologi kimia, agro dan hasil hutan;

menghimpun bahan-banan sosialisasi dan melaksanakan sosialisas| hasil
peneiitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang Indusin yang
menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Rasil Ruian,
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melaksanakan standar kompetensi dan melaksanakan diklat SDM industn gan
aparatur pembina industri yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro
dan Hasil Hutan

menghimpun bahan-bahan fasilitas: dan melaksanakan fasilitasi akses
permodalan bagl industri melalul bank dan lembaga keuangan bukan bank yang

menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hast Hutan;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan kerja sama pengembangan industn
melalul pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan industri besar
serta sektor ekonomi lainnya, kara sama luar negeri, kerja sama lintas sektoral
dan regional yang menyangkut bidang garapan Industri Kimia, Agro dan Hasil

Huian;

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan asosiasi mdusiri/dewan
tingkat kabupaten, dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air,
listrik. telepon, unit pengolahan limbah KM} untuk industri yang mengacu pada
tata ruang regional (provinsi) yang menyangkut bidang garapan Industr Kimia,
Agro dan Hasll Hutan;

melaksanakan koordinasi dengan seksi iain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan

seksi Industri Kimia, Agro dan Hasii Hutan:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan Keuangan:
melaksanakan program pengawasan intermal di lingkungan bidang tugasnya:

memp&lajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

galam pelaksanaan tugas:
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada aiasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari altermnatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran peiaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;
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membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bDahan mengembpangkan

Karier,

melaporkan hasll pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Perdagangan

Pasal 23

Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyat {ugas pokox
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan. mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Perdagangan mempunyai fungsi :

a perencanaan operasional urusan perdagangan:
R, pengeiclaan urusan pergagangan
¢. pengendalian, evaluasi dan peiaporan urusan perdagangan

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya:

Dalam menyeienggarakan fugas pokok dan fungsi Bidang Perdagangan,
membawahikan !

a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri:

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri.



Pasal 24

Bidang Perdagangan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai benkut .

a,

b

h.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perdagangan.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Perdagangan,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sabagat
pahan penyusunan KFPJPD dan RPJMD Kabupaten:

meangumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima fahunan Kabupaten;

meny:apkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana sirategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Bidang Perdagangan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Perdagangan;

1)

2)

3)

S

)

&)

7

pengusulan pembentukan BPSK kepada pemerintah dengan berkoordinasi

pada provinsi dan fasiitasi operasional BPSK;

pendaftaran dan pengembangan LPKSM,

pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sosialisasi barang beredar dan jasa;
pembinaan dén pemberdayaan PPBJ skala kabupaten;

pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala
kabupaten;

penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk
penggunaan (manual} dan kartu jaminan/garans! dalam bahasa Indonesia
bagi produk teknologl informasi dan elekironika;

pelzksanaan dan pelaporan sistem  informas:  perdagangan  dan
penyusunan potensi usaha di sekior perdagangan

merumuskan kebijakan teknis metrologi legal yang meliputi fasilitasi dan

pelaksanaan kegiatan metrologl legal yang meliput:




1) fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrolog: skala kabupaten;

2) fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal. petayanan tera dan
tera ulang UTTF;

3) fasilitasi penyelenggaraan kerja sama metrologi legal skala kabupaten,
4) pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan S,
5) pembinaan operasional reparatic UTTP;

i merumuskan kebiiakan teknis Perdagangan Luar Negeri yang meliputi |

1) penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi. sosialisasi. monitoring
dan pelaporan bidang ekspor. impor, penerbitan SKA penelurusan asal
barang dan panerbitan API;

2} pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan serifikasi mutu barang

terdini dar
a} pengambilan contoh vang dilakukan eleh PPC yang teregistrasi

D) penguiian, inspeksi teknis dan serifikasi dilakukan oleh lembaga uj,
inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrast;

3) penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten,

4) penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi
palaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potens: ekspor
daerah;

5) penyediaan bghan perumusan penetapan kesepakatan sidang komoditi

internasional, sosialisasi, menitoring dan evaluasi seria pelaporan;

8) fasilitasi pemberian bimbingan ieknis dan evaluas: di bidang perdagangan

luar negen;
7) mendorong usaha peningkatan ekspor daerah;

| merumuskan kebijakan teknis monitoring dan sosialisas: kena sama perdagangan
internasional yang meliputi hasil-hasil kesepakatan kerja sama perdagangan

intermasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan safeguard,

k. merumuskan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional dalam penyediaan
bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspor:




35.

merumuskan kebijakan teknis perdagangan berjangka komoditi, afternatif
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang yang meliput |

1} koordinasi penanganan kasus-kasus yang berkaltan dengan perdagangan

serjangka komediti dan pembinaan komoditas

2} pembinaan, pengaturan dan pengawssan yang bersifat teknis terhadap
penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kabupaten.

manyelenggarakan koordinasi dengan bidang izin

menghimpun, mengelah dan menganalisa cata serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Perdagangan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perdagangan:
menyusun partanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perdagangan,

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang

Perdagangan;

mempelajari, memahami dan menyelenggararan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perdagangan;

melaksanakan program pangawasan internal di ingkungan Bidang Pergagangan:
memberikan saran dan perimbangan teknis bigang lugasnya kepada atasan.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventansasi permasalahan lingkup

 lugasnya sera mencari alternaiif pemeacahannya,

membagi fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

mambimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat beralan lancar;

meniiai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasii pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan cleh atasan.



(1)

(2}

Pasal 25

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrel urusan perdagangan

dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perdagangan Dalam Negen mempunyai fungsi |

a  perencanaan kegiatan urusan perdagangan dalam negeri
b. pelaksanaan urusan perdagangan dalam negen;
c pembagian pelaksanaan tugas urusan perdagangan galam negery;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paszal 26

Seksi Perdagangan Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraan

tugas sebagai berikut :

B.

renyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

menyiapkan bahan rencana sfrategis dan rencana karja Seksi Perdagangan

Dalam Negen;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnys sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima f{ahunan Seksi
Perdagangan Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPFD
lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati



—_—

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;

menyiapkan bahan
menyiapkan bahan perumusan kebijakan, meliput:

1} pengusutan pembentukan BPSK kepads pemerintah dengan berkoordinas:
pada provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.pendaftaran dan

pengembangan LPKSM,
2) pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sosialisasi barang beredar gan jasa,
3) pembinaan dan pemberdayaan PPBJ skala kabupaten
4) pembinaan dan pemberdayaan PPNS-PK dan PPNS-WDP skala kabupaten,

5) penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas sendaftaran petunjuk
penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia

bagi produk teknologl informasi dan elektronika,

&) pelaksanaan dan pelaporan sistem  Informasi perdagangan  dan
penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan

merumuskan kebijakan teknis metrclogi legal yang meliput fasilitas: dan

pelaksanaan kegiatan metrologi legal yang meliputi |

1) fasilitasi dan pembinaan sera pengendalian SDM metrologi skala kabupaten;

2 fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal, pelayanan tera dan

tera ulang UTTP,

3) fasilitasi penyelenggaraan Kerja sama metrologi legal skala kabupaten,
4) pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, BDKT dan 5i,
=) pembinaan operasional reparatir UTTF dan

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan

Seksi Perdagangan Dalam Negen,



(1)

(£}

menyusun bahan laperan akuntabilitas kerna;
menyusun perianggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mealaksanakan program pengawasan imiernal di lingkungan Sexs|
Perdagangan Dalam Negeri;

mempelaian, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
ketentuan-ketentuan yang barkaitan dengan bidang tugasnys sebagal pedoman

dalam pelaksanaan tugas

memberkan saran dan pertimbangan teknia bidang tugasnya kepada atasan:

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnys seria mencari alternatif pemecahannya

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang beraky;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawshan agar pelaksanasn tugas

dapat beralan lancar,

menilai hasil kera bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

Karier;

malaporkan hasil peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan alen atasan,

Pasal 27

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas pokok merencanakan kagiatan,

relaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urlsan perdagangan |uar nepart

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Perdagangan Luar Neger mempunyai fungsi ;

a.  perencanaan kegiatan urusan perdagangan luar negeri,
b. pelaksanaan urusan perdagangan luar negeri,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan perdagangan luar nagen



d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Seksi Perdagangan Luar Negen dipimpin oien seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagail benkut

a.

b

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perdagangan Luar Negeri,

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Perdagangan Luar

Megeri;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Perdagangan Luar Neger sebagal bahan penyusunan LFFPD tahunan dan LPPD

lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Perdagangan Luar Negeri,

menyiapkan bahan masukan sebagai banan pertimbangan perumusan kebijakan

bidang ekspor.

Menyiapkan konsep surat keterangan asal barang ! Certivicate Crgin (CO)

melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kebjjakan bidang ekspor skala

kabupaten/kota.
menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor.

menyiapkan bahan masukan sebagal bahan pertimbangan perumusan kebijakan

bidang impor



m. melaksanakan koordinasi dan pelaksansan kebijakan bidang impor skala
rabupaten/kota.

n. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Perdagangan Luar Negern yang

mediputi |

1) penyediaan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, sosialisasi, monitonng
dan pelaporan bidang ekspor, impor, penerbitan SKA peneiurusan asal
barang dan penerbitan API;

2) pengambilan contoh. pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang
terdini dar;
a) pengambilan contoh yang dilakukan oleh PPC yang teregistrasi

b} pengujian, inspeksl teknis dan serifikasi dilakukan cieh lembaga uji,
inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregisirasi;

3} penilaian dan pelaporan angka kredit PMB tingkat kabupaten;

4) penyediaan bahan perumusan kebijakan, sosialisasi, fasilitasi, koordinas:

pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor

daerah:

5) penyediaan bahan perumusan penstapan kesepakatan sidang komoditi
intermasional. sosialisasi, monitaring dan evaluasi sena pelaporan;

g) fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan

luar neger:,
7) mendorong usaha peningkatan ekspor dasrah;

0. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis monitoring dan sosialisas kera
sama perdagangan intemasional yang melipul hasil-hasil kesepakatan kerja sama
perdagangan internasional, perdagangan bilateral, dumping, subsidi dan
safeguard,

p. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekspor nasional
dalam penvediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekspaor.

%. melaksanakan koordinasi dengan seksi [ain;

y. menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Percagangan Luar Negen:




ag.

by

dd.

5118

KE.

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja:
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

melaksanakan program perigawasan  internal  di lingkungan Seksi
Perdagangan Luar Negeri,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penysjian data hasil kegiatan

Seksi Perdagangan Luar Neger,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan partimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya seria mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan uniuk Relancaran pelaksanaan {ugas sesual

gengan ketentuan yang berlaku

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

mslaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



i1

2)

(3}

Paragraf 5
Bidang Promosi dan |kiim Usaha

Pasal 2%

Bidang Promosi dan Iklim Usaha dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengeioia, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan promosi dan iklim usaha.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Promosi dan lklim Usaha mempunyai fungsi -

a. perencanaan operasional urusan promaosi dan iklim usaha;
0. pengelolaan urusan promast dan iklim usaha,
¢,  pengendalian, evaluasi dan palaporan urusan promosi dan klim usaha,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Promosi dan lkiim

Usaha, membawahkan :

a,  Seksj Promosi dan Kenasama

b, Seksikliim Usaha.

Pasal 30

Bidang Promaosi dan lklim Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungs|
sebagaimana dimaksud pada pada Pasal 28, mempunyai uraian tugas sebagai bernkut

d.

b,

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Promasi dan Iklim Usaha

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Promosi dan Iklim

Usaha;




menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan pbidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis. (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Bidang Promosi dan Iklim Usaha;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Promosi dan Ikiim Usaha,

menyusun bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program ¢i bidang
promaosi dan kerjasama;

menyelenggarakan promaosi produk industri dan menyediakan informast teknologi,
pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual (HAKI!) serts sumber daya
manusia;

menyelenggarakan kegiatan promost produk unggulan melalui berbagai sarana
madia;

menyelenggarakan fasilitasi dalam kegiatan pamaran dan promos: baik di dalam

maupun di luar negeri;

menyelenggarakan penyusunan pedoman tekris penvelenggaraan promosi dan
kerjasama;

menyslenggarakan inventarisasi potansi usaha perdagangan

menyusun bahan pengolahan dan penyajian data polens peraagangan,
menyusun bahan penetapan kebijakan penumbuhan iklim wsaha bagl industn dan
‘perdagangan skala kabupaten;

menyusun bahan koerdinasi dan pengembangan ikiim usaha di bidang industri
dan perdagangan;,

menyelenggarakan fasilitasi bimbingan teknis iklim usana Indusini dan
perdagangan;

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kegiatan usaha industn dan
perdagangan;

menyelenggarakan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha:

menyelenggarakan keordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Promosi dan Iklim Usaha;



aa.

oo,

DE.

ad.

.

(1)

(2}

mieryusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Promosi dan Iklim Usaha;
menyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan:

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Promosi dan [kiim

Usaha:

melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang milik daerah di lingkup Bidang

Promos: dan lklim Usaha;

mempelajarl, mamahami dan menysienggarakan peraturan serundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Promosi dan Ikiim Usaha,

melaksanskan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Promosi dan

lklim Usaha;
memberkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalzhan lngkup

tugasnya serta mencar altematif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawanan untuk kelancaran pelaksanaan iugas sesual

dengan ketentuan yang bertaku:

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar:

manilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karer

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberixan cleh atasan
Pasal 31

Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Promosi dan Kerasama.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seks!

Promosi dan Kerjasama mempunyai fungsi



a. perencanaan kegiatan urusan Promosi dan Kerjasama;
b. pelaksanaan urusan Promosi dan Kerjasama,
¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Promosi dan Kerjasama:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cieh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Fasal 32

Seksi Promosi dan Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian fugas
sebagal benkut

a

b

-]

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Promosi dan Kenasama;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Promosi can
Kerasama,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tshunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Promosi dan Kerjasama sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan LFPD
lima tghunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

f —menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Promosi dan Kerjasama,

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Promosi dan Kenasama:

manyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan peiaksanaan program di bidang

promasi dan kerjasama;

melaksanakan promosi produk industri dan menyediakan informasi teknologi,
pemasaran, pemakaian hak kekayaan intelektual {(HAKI) serta sumber daya

manusia;

melaksanskan kegiatan promesi produk unggulan melalui berbagal sarana media;




ari
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melaksanakan fasilitasi dalam kegiatan pameran dan promosi baik di dalam

maupun di luar negen;

melaksanakan penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan promosi dan

kerjasama;
melaksanakan inventarisasi potensi usaha percagangan;

menyiapkan bahan pengoianan dan penyajian data pote nsi perdagangan;

mslaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa dala serta penyajian data hasi kegiatan

Seks: Promosi dan Kerjasama;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan  Seksi Promaosi
dan Kenasama:

mempelajar, memaharmi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
kstentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
datam pelaksanaan ugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepads atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan di lingkup

tugasnya sera mencar aternatif pemecahannya.

memoag tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelsksanaan fugas Sesuai

dengan ketentuan yang beriaky,

mambimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawshan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

aa melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan olen atasan.



Pasal 33

1. Seksi Ilkiim Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan

melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan iklim Usaha.

5 Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Iklim Usaha mempunyai fungsi

s perencanaan kegiatan urusan lkim Usaha

b. pelaksanaan urusan lklim Usaha;

t. pembagian pelaksanaan tugas urusan lklim Usaha

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paszal 34

Seksi Iklim Usaha dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagal

berikut :
a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi [klim Usaha:

b,  menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Iklim Usaha;

L

¢, menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPIMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

d. mengumpuikan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi [kliim
Usaha sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan
Kabupaten;

e menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

f. menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi lklim Usaha;

ey



menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Iklim Usaha;

menyiapkan bahan penetapan kebijaksn penumbuhan ikiirn usaha bagi ndustri

dan perdagangan skala kabupaten:

menylapkan bahan koordinasi dan pengembangan iklim usaha di bidang industn
dan pergagangan,

melzksanakan fasilitasi bimbingan teknis lklim usaha industri dan perdagangan.

mslaksanakan pembinsan dan pengembangan kegiatan usana ndustri dan

perdagangan.
melaksanakan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha,
melaksanakan koordinast dengan seksi lain;

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi iklim Usaha,

menyusun bahan faporan akuntabilitas kena;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

Iklim Usaha;

melaksanakan program pengawasan  internal di lingkungan Seksi

mempeiajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,

maemberikan saran dan pertimbangan teknis bidang lugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecanannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaky;

memoimbing atau memberikan petunjuk  kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

menilal hasil kerja bawahan secaras berenjang untuk bahan mengembangkan

karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
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y.  melaksanskan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragrat 6
Bidang Pengawasan dan Pengendaiian

Pasal 38

(13 Bidang Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala can
mempunyai  tugas  pokok merencanakan  operasicnal, mengeiola
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan  Urusan

pengawasan dan pengendaiian industri dan pergagangan

{2) Untuk melaksanakan tugas pokoK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang
Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi -
a. perencanaan operasional urusan pengawasan dan pengendalian industn dan
perdagangan

b. pengelolaan urusan pengawasan dan pengendalian industri  dan

perdagangan;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengawasan  dan
pengendalian industri dan perdagangan

d. pelaksanaan tugas lain yang diparikan oleh atasan sesual dengan 1UGas dan
fungsinya,

skok dan fungsi, Bidang Psngawssan dan

(3} Dalam menyelenggarakan lugas p
Pengendalian, membawahkan :

s Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustrian;

b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan

Pazal 37




Bidang Pengawasan dan Pengendalian dalam menyelenggarakan wgas pokok dan
fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 mempunyal uraian tugas sebagal

berikut;

a.

=r

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Pengawasan dan

Pengendalan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Pengawasan dan
Pengendalian,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
pahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LFPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupali

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kineria (RENJA) Bidang Pengawasan dan Pengendaiian;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

menyslenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi
bidang industri tingkat kabupaten:

menyelenggarakan monitoring, evaluasl dan pelaporan peiaksanaan urisan

pemerintahan di bidang perindustnian di Kabupaten;

_menyusun bahan-bghan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap

pencemaran limbah industr,

menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah

incustr;

menyusun bahan-bahan pengawasan dan menyslenggarakan pengawasan
terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta menyelenggarakan

kerja sama bidang standarisasi,

menyusun bahan-bahan dan menyslenggarakan pembinaan maustr gaam rangka
pencegahan pencemaran serta pengawasan lerhadap pencemaran lingkungan

yang diakibatkan kegiatan industri;




(1

menyelenggarakan pembinaan perizinan yang terdiri darl izin usanha industri,
pengawasan izin sewa beli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual
langsung untuk diminum dan [zin Usaha Pasar Modem dengari luas geral 2.000

M atau lebih;

menyelenggarakan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam MNegeri,
pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar
Gudang dengan luas di bawah 2.500 M,

menyelenggarakan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan KONsumen

swadaya masyarakat (LPKSM);

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran

|asa bignig dan jasa distribusi;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi
penerbitan izin perdagangan barang kategor dalam pengawasan skala kabupaten
(SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer. Penjualan
Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk
diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai
dengan 15%. Rekomendasi SIUF Bshan Berbahaya dan Rekomendasi
Pengakuan Pedagang Kayu antar Pulau);

menyelenggarakan  pengawasan  dan pelaporan  pelsksanaan  dan
penyelenggaraan serna penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan:

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan

rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan
(pasaritoko modem dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa

pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal, yang terdin dari :
1) promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya,
21 penyediaan informasi pasar {(aspek harga dan non harga),
3) pemberian dan pengawasan persetujuan penyslenggaraan dagang;

menyelenggarakan monitoring dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan

pokok,

menyealenggarakan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan,
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ad.

bb.

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monitering dan evaluas)
kagiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

menyelenggarakan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasi

seria evaluasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;

menyelenggarakan pelayanan dan penanganan penyeiesalan sengketa

HONSUMEn;

menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan mediator

periindungan konsumen;
menyelenggarakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML,

menyeaienggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap
penarbitan perizinan yang terdiri dari:

7)  izin usaha industri;
2)  izin sewa beli;

3) izin usaha minuman beralkohal pengecar/penjual langsung untuk

diminum;
4) izin Usaha Pasar Modem dengan (uas gerai 2.000 M° atau lebih;
5) daftar Keagenan Produksi Dalam Negen:
8) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
7) tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2.500 M*

B tanda daftar Ie'r‘nhaga perlindungan kensumen swadaya masyarakat
(LPKSM);

9] izin/pendafiaran jasa bisnis dan jasa distribus:;

10} izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten
(SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer. Penjualan
Langsung untuk diminum di tempat. Pangecer dan Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung

Rempah sampai dengan 15%);
11} SIUP Bahan Berbahaya:

12) pedagang Kayu antar Pulau.




by,

ce.

dd.

=l=H
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nh.

Kk

M.

nn

PP

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengeolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Pengawasan dan Pengendalian,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerjla Bidang Pengawasan dan

Pangendalian;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Pengawasan dan

Pengendalan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dasrah di lingkup Bidang

Pengawasan dan Pengendalan,

mempelajar,. memahami dan menyelenggarakan peraturan psrundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Pengawasan dan

Pengendatian,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bigang Pengawasan

dan Pengendalian;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalanan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya:

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berdaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan &gar pelaxsanaan

tugas dapat benalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

Kariar,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan]

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan ocieh atasan.

Pasal 38



(1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustnian mampunyal tugas pokox

{2)

merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengentrol urusan
pengawasan dan pengendalian perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Penindustrian, mempunyai fungs

a.  perencanaan kegiatan urusan pengawasan dan pengendalian perindustran;
b, pelaksanaan urusan pengawasan dan pengendalian perindustrian;

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan pengawasan dan pengendalian

perindustnan;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 39

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parindustrian dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyal uraian tugas !

menyusun réncana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian

Perindustnan;

ﬁanympkan hahan rencana strategis dan réncana kerja Seks! FPengawasan dan

Pengendalian Perindustrian;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPIMD sesusi bidang tugssnya EEbEQEi
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lma tahunan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Penndustrian sebagai bahan penyusunan L PPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis {(RENSTRA) dan
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rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penndustrian;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustrian;

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisas: bidang
industri tingkat kabupaten:

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peiaksanaan uUrusan

pemerintahan di bidang perindustrian di kabupaten;

menyusun bahan-bahan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap
pencemaran limbah mdustri;

melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah

industri

menghimpun bahan-bahan pengawasan dan melaksanakan pengawasan
terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan serta melaksanakan kerja

sama bidang standarisasi;

menghimpun bahan-bahan dan melaksanakan pembinaan industri dalam rangka
pencegahan pencemaran serta pengawasan terhadap pencemaran lingkungan
yang diakibatkan kegiatan industr;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perindustrian;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pengawasan dan Pengendaiian Perindustrian;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencarn alternatif pemecahannya;

i ™ A el el



(2)

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku,

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada bawanhan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

Karier
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pieh atasan.

Pasal 40

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pengawasan dan pengendalian perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan mempunyai fungsi |
a. perencanaan kegiatan urusan pengawasan dan pengendalian perdagangan;
k. pelaksanaan urusan pengawasan dan pengendalian perdagangan.

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan pengawasan can pengendalian

perdagangan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 41

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan dipimpin cleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai benkut :

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengawasan dan Pengendalian



Perdagangan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Seksi Pengawasan dan

Pengandalian Perdagangan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPIMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan sebagai hahan penyusunan LPPD

tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinarja (RENJA) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan:

melaksanakan pembinaan penzinan yang terdin dar Zin usaha industm,
pengawasan izin sewa Deli, izin usaha minuman beralkohol pengecer/penjual
langsung untuk diminum dan lzin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2.000

MZ atau lebih:

melaksanakan pengawasan Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri,
pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal dan pengawasan Tanda Daftar

Gudang dengan luas di bawah 2.500 M,

melaksanakan pengawasan tanda daftar lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat (LPKSM);

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin‘jpendaftaran jasa

piznis dan [asa distribus;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan, manitoring dan evaluasi penerbitan
izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten (SIUP
Minuman Beralkohol golongan B dan C unfuk Pengecer, Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di
termpat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%,
Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya dan Rekomendasi Pengakuan Pedagang

Kayu antar Pulau},

% g ———




CC.

melaksanakan pengawasan dan pelaporan pelaksanasn dan penyelenggarsan
sera penyajian informasi palaksanaan wajib daftar perusahaan;

melaksanakan pembinasn dan pengawasan terhadap penerbitan izin dan
rekomendasi skala tertentu, monitonng dan ewvaluasi sarana pergagangan
(pasarftckc modem dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa
pameran, konvensi dan seminar dagang) skala lokal, yang terdiri dari ©

1} promosi produk agribisnis kerajinan dan barang dagang lainnya,

2) penyediaan informasi pasar (aspek harga dan non harga),

3} pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan dagang
melaksanakan monitoning dan fasilitas kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok,
melaksanakan pemantauan dan pendataan usaha jasa perdagangan:

melaksanakan pembinaan dan pengawasan, moniloring dan evaluasi kegiatan

peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

melaksanakan pembinaan, sosialisasi, informasi dan publikasi, koordinasl seria

evaluas penyelenggaraan perlindungan kKonsumen,
melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen

melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan motivator dan  mediator

perlindungan konsumen,
mielaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana UUML

melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan nelaporan  terhadap

penerbitan perizinan yang terdint darn:
1) zin usaha industn:
2) izin sewa beli;
3] zn usaha minuman beralkohol pengecer/penjual langsung untuk diminum
4) izin Usaha Pasar Modem dengan luas gerai 2.000 M° atau iebih
3} daftar Keagenan Produks: Daiam Neger;
¢) tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;

7) tanda Daftar Gudang dengan luas di bawah 2 500 M




ag.

bb.

td
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8 tanda dafiar lembaga pedindungan konsumen Swadaya masyarakat
(LPKSM):

g} izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi.

10} izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten
(SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan
Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung
untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohel mengandung Rempan

sampai dengan 15%);
11} SIUP Bahan Berbahaya:
12) pedagang Kayu antar Pulau.
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil Kegiatan
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perdagangan:

menyusun bahan laporan akuniabilitas kena:
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan Keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Pengawasan
dan Pengendalian Perdagangan;

mempelajan. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

datam paiaksanaan wgas,

T memberikan saran dan pertimbangan teknis pidang tugasnya kepada atasan,

melzksanakan esvaluasi tugas dan menginventarisasi permasatanan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran peiaksanaan iugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan  agar pelaksanaan

tugas dapat begjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bshan mengembangkan

kaner
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gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

nn. melaxksanakan tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7
Bidang Perpasaran

Pasal 42

(1) Bigang Perpasaran dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas pokok

merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan perpasaran.

{2}  Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Perpasaran mempunyai fungs:

a. perencanaan upsr:asianai urusan perpasaran,

b. pengelclaan urusan perpasaran:
¢.  pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perpasaran;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya; :

(3} Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Perpasaran

membawahkan -

a.  Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar.
b. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarans Pasar

¢ Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar

Pasal 43




Bidang Perpasaran dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungs: sebagaimana
dimaksud pada Pasal 42, mempunyai uraian tugas sebagai Dernkut .

s, menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Perpasaran.
b. menylapkan bahan rencana strategis dan rencans kerja Bidang Perpasaran;

¢ menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kanupaten,

d  mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tanhunan bDwdang
sebagal bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten

& menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir iahun dan akir masa jabatan Bupati |

f  menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinena (RENJA) Bidang Perpasaran,

g menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Felaksanaan

Anggaran (DPA) Perpasaran,

h, menyusun konsep kebijakan, pegoman dan petunjuk teknis pengembangan dan
penataan pasar, pembingan dan pengawasan pasar sena pemeliharaan sarana

gdan parasana pasar.

| menyelenggarakan teknis perpasaran yang meliputl kegiatan pengembangan
pasar dan penataan pedagang sena ketertiban pasar,

. menyesienggarakan pengaturan, pemanfaatan dan pengawasan kios seria lahan di

lingkungan pasar;
k. menyelenggarakan pembinaan pasar swasia dan pasar tradisional;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis kegiatan penataan pasar,

ketertiban dan kebersinan pasar serta kerja sama di Didang perpasaran,
m. melaksanakan monionng kKegiatan penataan pasar,

n.  menyiapkan kebutuhan, pengaturan dan pemeliharaan prasarana dan sarana

pasar,
0. menyelenggarakan koordinasi dengan bidang iain

p,  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Perpasaran,



aa,
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Perpasaran
meényusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Perpasaran:

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik dasrah di lingkup Bidang

Perpasaran;

mempelajar, memahami dan menyelmggarahan peraturan perundang-undangan
Aan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Perpasaran

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Perpasaran;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasl tugas dan menginventarisasi permasaiahan lingkup

tugasnya seria mencar alternatif pemecahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesusl

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk  kepada pawahan agar pelaksanaan

tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaparkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan clen atasan.

Fasal 44

Seksl Pengembangan dan Penatsan Pasar mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan. melaksanakan, membagi tugas dan mengentrol urusan

pengembangan dan penataan pasar.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seks

Pengembangan dan Penataan Pasar, mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan urusan pengembangan dan penaiaan pasar




b, pelaksanaan urusan pengembangan dan penataan pasar

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan pengembangan dan penataan pasar,

dan

d  pelaksanaan tugas kin yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 45

Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar dipimpin oleh secrang Kepala, mempunyai

uraian tugas |

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan dan Penataan

Pasar;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Seksl Pengembangan

dan Penataan Pasar,

menyiapkan bahan-oanan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang gasnya sebagal
hahan penyusunan RFJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan | PPD tahunan dan LPPD lima tahunan Saksl

Pengembangan dan Penataan Pasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten:
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat |

menghimpun dan mengumputkan hahan rencana strategis (RENSTRA) gan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar;

manyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA] dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA)} Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar

melaksanakan pengaturan, pemanfaatan kios sena lahan ot lingkungan pasar,
melaksanakan monitorning kegiatan pengembangan dan penataan pasar
mealaksanakan pembinaan pasar desa dan pasar swasta;

melaksanakan kegiatan pengembangan pasar dan penataan kios/los,
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melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil keglatan
Seksi Pengembangan dan Penataan Pasar

menyusun bahan laporan akuntabilitas kera,
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

meiaksanakan program pengawasan internal di lingkungan  Seksi

Pangsmbangan dan Penataan Pasar;

mempelajar, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-undangan,
«etentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

dalam pelsksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.

melaksanakan evaluas tugas dan menginventarisas: parmasalahan di lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya.
membagl tugas kepada bawahan uniuk keiancaran pelaksanaan fugas sesual
dengan ketentuan yang berlaky,

membimbing atau membenkan petunjuk  terhadap oemhbagian tugas kepada
wawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjaian
lancar;

menital hasil kera bawahan secara berenjang untuk mahan mengembangkan

karier,

“Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan xepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan,

FPasal 48

Seks| Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan membagl tugas dan mengontrol urusan

pemelinaraan sarana dan prasarana pasar



(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pemelinaraan Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai fungsi

a.  perencanaan kegiatan urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

b, pelaksanaan urusan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan Pemelinaraan Sarana dan Prasarana

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas can

fungsinya.

Faszal 47

Seks: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar dipimpin oleh secgrang Kepaia

mempunyai uraian tugas sebagai berikut

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarang Pasar;

menyepkan bahan rencana stralegis dan rencana werja Seks| Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Pasar

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten

mengumputkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi

Pemeitharaan Sarana dan Frasarana Pasar sebagal bahan penyusunan LPRPD

tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan ax hir masa jabatan Bupat |

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;

menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar

melaksanakan penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pasar,

melaksanakan pengaturan dan memelihara penggunaan prasarana dan sarana

pasar;



melaksanakan monitonng kegiatan pemeliharaan, prasarana dan sarana pasar,
menyiapkan pengadaan dan pangaturan penggunaan sarana dan prasarana;

melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pengelolaan sarana dan

prasarana sebagai bahan pelaporan:

pengadaan dan pengelolaan karcis retribusi pasar, kebersihan dan parkir,
melaksanakan Koordinasi dengan saxsi fain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Saksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan.

melaksanakan program pengawsasan internal di lingkungan SeKst

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar;

mempelajari, memaham: dan melaksanakan peraturan perundang-uncangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di Engkup
tugasnya serta mencari aternatif pemecahannya,

membagl tugas kepada bawahan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

gengan ketentuan yang berlakul

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagman lugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan lugas dapat benalan

iancar;

meniial hasil xerja bawahan secara Denenjang untuk bahan mengembangkan

Karier,
melaparkan hasii pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dipenkan gleh atasan.




Pasal 48

(1} Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar mempunyal lugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

pembinaan dan pengawasan pasar.

(2) Uniuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Pembinaan dan Pengawasan Pasar mempunyai fungsi |

s perencanaan kegiatan urusan pembinaan dan pengawasan pasar;

o. pelaksanaan urusan pembinaan dan pengawasan pasar

¢, pembagian pelaksanaan tugas urusan pembinaan dan pengawasar pasar,

d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 49

Seksl Pembinaan dan Pengawasan Pasar dipimpin dleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

a  menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan

FPasar:

b, menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Seksi Pembinaan dan

Pengawasan Pasar,

¢ menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebaga
nanhan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

d. mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Seksi
Pembinaan dan Pengawasan Pasar sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

&. menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |

£ menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;




menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Peiaksanaan
Anggaran (DPA) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pasar;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar,

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pasar. kios sera lahan di ingkungan

pasar;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan pedagang sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan tekmis kegiatan pembinaan dan

pengawasan pasar,
melaksanakan monitoring kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pasar:
melaksanakan keterliban pasar,

meiaksanakan pengawasan dan pengendalian retribusi;

melaksanakan dan mengkoordinic kebersihan pasar,

m&iaksanakan monitoring kegiatan di lingkungan pasar.

meiaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan Pasar,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kKerja:
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Seksi Pembinaan

dan Pemeitharman Fasar

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:

meiaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasaiahan i lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
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dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk terhadap pembagian tugas kepada
hawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat bernalan

lancar;

menilai hasil kera bawahan secara berenjang untuk pahan mengembangkan

karier;

melaporkan hasil pelaksanaan wgas danfatau kegiatan kepaca alasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional datam melaksanakan tugas pokoknya Dertanggung

jawab kepada Kepala Dinas

Kelompok jabatan fungsional terdin dar sejumliah tenaga dalam ienjang jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagal kelompok sesuai bidang keahlannya,

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh secrang tenaga fungsional

senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis. kebutuhan
dan beban kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesual peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

BAB IV
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TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 51

Penyslenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan sleh Kepala Bidang-
Kepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

menurut bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip

koordinasi, integrasi. sinkronisasi dan simplifikasi

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas waijib memimpin dan

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan,
Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 52

Kepata Dinas wajib berianggung jawab dan menyampaikan laporan wepada Bupat

melalui Sekretaris Daerah

Setiap pimpinan satuan organigasi di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab

dan menyampaikan iaporan kapada atasannya masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis iaporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan yang beriaku.

Bagian Ketiga



Hal Mewakili

Pasal 53

(1) Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan fugas.

(2) Apabiia Sekretaris berhalangan. Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang

(1)

(£}

()

(4)

Kepals Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB VY
KEPEGAWAIAN
Pasal 54

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan

Sekretaris Daerah,

Kepala Dinas wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekal dan
membuat Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawal (SKP) sesual pefaturan

perundang-undangan yang berlaky,

Kepaita Dinas wajlb memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji

pegawal bawahannya sesual peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 58

Pemblaysan Dinas bersumber dari Anggarsn Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP




Pasal 56

(1) Hakhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengsnal teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berakunya Paraturan ini maka peraturan lain yang mengatur ha-hal yang

sarma dicabut dan dinyatakan tidak beraku lagi.



Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Clkarang Pusat
pada tanggal 31 LESEMBER 2p1es

% BUPATI BEKASI &
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